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KEPUTUSAN
WALIKOTA KOTA PADANG
NOMOR /7 TAHUN 1999

TENTANG

SISTIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASTI HUKUM

WALIKOTA KOTA PADANG

bahws dalam  rangka meningkstkan pelayansn dan
hegeragaman dokumentsei dan informssi huhuvme ager
berdays guns berhssil gunz, perlu distur Sistim
Jeringsn Dokumentzei dan Informsei Hukum dijse-
Jaran Pemerintsh Dsersh Tingkset II Padsng.

bahws berhubung deﬁgan hasl tereebut pads huruf
8 dipsndang perlu ditetsphsn dengan Keputussn
Walikots Kots Padang.

Undang-Undang MNomor 20 Prpe,Tshun 1961 tentang
Tugae, Kewajiben den Laspengsn Pekerdasn Dokumen—
tael dan Perpustakassn dalsm linghungsn Pemerin-
tahan [Lewbaran Negsrs Tshun 19681 nomor 311,
Towmbshasn Lembsrasn Mwgsras Momor 23697. '

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintshsn Dserah [Lembaran Megesrs RI O Tahun
19989 Momor 860 Tambzshzn Lembarsn Negers Nomor
383381. :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instsnsi Vertikal di Daerah
[Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan
Lembaran Negars 3373}

Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 ten—
tang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
1982 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten,/Kotamadysa
Daerash Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwaki-
lan Rakyat Daerah Tingkat II.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
1889 tentang Sistim Jaringan Dokumentsaei dan
Informasi Hukum diJajaran Departemen Dalsam
Megeri.
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DaLam Keputusan ini vang. dxmak@ud &ﬁnaar ; \\‘

a. Slstlm Jaringan Dokumentaéi dan\ Ihxormasi

-~ Hukum adalah  Begian et Sistfim\ Jaringan
§ Dokumentaei Informwssi Hukum\ vaog: i hpgakan
rangkaian unsur-ungur kwgianan S ayanan

dokumentaei dan informsei tmkim dengan \meng-
gunakan alet bantu komputer: untik) vmen&ﬁkung
pelaksanaan tugas PPmerlnt&h Daeﬁ Tlngkat
IT Padang. ‘ ‘ - A,

W4

b. Pu=at Jaringan Wohumﬁnuasz dab\_ iﬁformasi
Hukun adalsh PUb&t Kaondinasi ,i\konsaltasi,
pengembangan dan pembinaan 3amiﬁgan\ serta
pelayanan informasi . huxum*’daw - pe¥aturan
perundang-undangan bagi unit~ub t jdringan
dan masyarakat. : SN

1 ."', ';'

¢. Unit Jaringan adalah unit kerja maﬂ\ Melaksa—

nakankegiatan- heglatan Sistim Jarin an Doku-
mentasi Infoxmasi Hukum

| N

) d. Unit penunjang Jjaringan adalah \un£¥ “keria
Yang menundang peiaksanaan kegiaﬁgn—kagiatan
Sistim Jaringan Dokument331 Inxormd?& Hukum\

[V}

. Unit pengendalil baknzs Komputerisasi adalah
unit kerja yang melaksanakan-ppmbipaan sistem\
Komruterisasi Sjdi anum : ‘ R

] hy |

f. Dokumentazi Hukwm adalah hegiataq pen pu-—

lan, pengolishan, penyimpanani’k perawatan,

pelayanan serta pendlstribuszan~uan penyehar-
luasan bahan informasi. hukum hﬁ\ -peraturan
perundang—undangan ‘ Fot
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g. Informasi Hukum adalah Semua ke&eéang \Hukum
dan peraturan perundang-undangdn. bbru "data,
fakta baik yang tertulis maupuﬁ bidak tertu—
lis. :
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BAB 11
KEDUDUEAN
Pasal 2

Sistim Jaringan Dokumentasi Informsei Hukum
Daerah Tingket II berkeduduvkan di Bagian
Hukum Setwilda Tingkat II.

Unit Jaringan SJDI Hukum Daersh Tingkat I1
terdiri atae ;

a. SJDI Hukum Kecamatan.

b. SJDI Hukum Desa/Kelurahan

Unit Penunjang SJDI Hukum Daerah Tingkst II
terdiri atass ;

. Unit kerja dilingkungan. Pemerintah Daerah

Tingkat II.
Instansi Vertikal Didaersh Tingkat II.

. Unit pengendali tehnis sistim Komputerisasi

SJDPI Hukum daerah tingkat II dilakukan oleh
Kantor Pengolahan Data Elektronik Tingkat
II.

BAB IIl
PEMBANGUNAN DAN PEMGEMBANGAN
Pasal 3

Pembangunsn dan pengembangan SJDI Hukum
meliputi pengadsan perangkat keras, perangkat
lunak, pembangunan sumber daya manusia,
pengelolan dokumentaei dan informaesi hukum.

Pembangunan dan Pengembangan SJDI Hukum
sebagaimans dimskeud dalam ayat [1]. dilakesa-
nakan dengan menggunakan teknologi informaei.

Sistim tehnologi informaei sebagaimsna dimak-
sud ayat £23. meliputi rancangan
sistem,prosedur dan katalogisasi peraturan
perundang-undangan.

BAB 1V
PEMBINAAN
Pasal 4
Pembinaan SJDI Hukum di Daerah tingkat II
Dilskukan oleh Walikotamadys Kepmla Daerah

Tingkat II dalam hal ini Kepala Bagian Hukum
Setwilds Tingkat II.
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BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang berkaitan dengan pembangu-
nan dan pengembangsn SIJDI Hukum dijajaran
Pemerintah Dmerah Tingkat II Padang dibeban-
kan pada APBD Tingkat II Padang. ‘

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlzkunya Keputuean ini. meka Sursat
Keputuezn  nomor SK.188.45.3.04/35K-Sek-85
tanggal 20 Deeembher 1985 tentang Penersapan
Sistim Jsringsn Dokumentaeil Informssi [ SJIDI)
Hukum dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat
IT Psadeng dinystakan tidak berlaku lagil.

. Kerutuesn ini malsl berlaku seisk tanggsl

ditetapkan. segals sesuatunya askan dirobah
dan diperbsniki kembzll sehagaimana mestinya,
Jikse dikemmdizn hari terdapat kekeliruan
dualam penetspan Keputuesan ini.

DITETAPKAN ; DI PADANG
PADA TANGGAL »fd ‘-(\/;;,1999
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